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Giliran Tersangka

Rekanan

Hamdani Diperiksq
Amlapura (Bali Post) -

Penyidik Kejari Amlapura kembali melanjutkan penanganan kasus dtrgaan
korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
tahun 2013. Usai memeriksa tersangka Komang Subratayasa, penyidik kembali
melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya dari pihak rekanan, Ham-
dani, Kamis (1/10) kemarin. Dalam kasus ini, Hamdani diduga menjadi petnilik
lima CV yang menggarap pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta.

' KajariAmlapuralVanJaka
yang didampingi Kapi Pidsus
Aditya Okto Thohan, Kamis
kemarin, mengatakan Ham-
dani diperiksa dua penyidik
Eca Mariatha dengan I Made
Edi Setiawan. Pemeriksaan
berlangsung selama tiga jam
dari pukul 09.30 wita sampai
12.30 wita. Tersangka Ham-
dani dicecar 29 pertanyaan,
seputar kontrak dan pengam-
bilan uanraDari anggaran

-\

Rp 800 juta, kerugian negara
diperkirakan mencapai Rp
490 juta. Namun. kepas-
tiannya masih monunggu
hitungan dari BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan).

Dari pemeriksaan kedua
tersangka, semakin mem-
perjelas adany:r rekayasa
pengadaan pupuk di antara
kedua tersangka. "DIPA (Daf-
tar Isian Pelaksanaan Ang-

garan) sudah ada, sefelum
adanya proposal. In[ kan
terbalik." ujar Ivan paka.
Dugaan bahwa peng{daan
pupuk ini sudah direk{yasa,
adalah pemenangnya fudah
ditentukan, dengan re[anan
pihak Hamdani. Carfnya.
dengan memecah pengfdaan
pupuk ini kepada li{a CV-
dan delapan kontrakl Seh-
ingga. tidak perlu lagJi ada
Ielang. Sementara, lirrta f,!.

-
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ipi semuanya sudah diakui
{ersangka adalah miliknya.
'lDugaan korupsinya leiih
dari separuh anggaran, ini
lleterlaluan," tegas Aditya.

Bagaimana dengan dug-
aan keterlibatan pihak lain?
Aditya mengatakan dalam
perkembangan kasus ini,
qiapa pun yang terlibat di-
lpngkapi dengan bukti-bukti,
dipastikan akan ditindak-
lanjuti. Sekalipun oknum
Iegislator di DPRD Karan-
gasem. Sementara, tim pe-
nyidik tidak menahan kedua
tprsangka. Sejumlah oknum
d]ewan sempat disebut-sebut
tprlibat kasus ini. Namun,
d]dlam perjalanan penan-
gdnan kasusnya, sejumlah
oknum tersebut tak tersentuh

penyidikan. Para tersangka,
baru akan ditahan menjelang
kasusnya disidangkan. Adityi
memastikan, kasus dugaan
korupsi pengadaan pupuk ini
bakal disidangkan tahun ini.

Sebelumnya, dalam penan-
ganan kasus ini, tim penyidik
sudah melakukan pemerik-
saan terhadap 30 saksi. Ter-
sangka Komang Subratayasa,
Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, sudah lebih dulu
memenuhi pemeriksaan se-
bagai tersangka, Rabu (30/9)
lrlu. Mantan Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura ini. diper-
iksa selama lima jam. Hasil
pemeriksaannya tertuang
dalam 28 lembar berkas pe-
meriksaan di pihak penyidik.

$etelah menjalani pemerik-
$aan perdana. penyidik me-
hastikan tidak laei melaku-
kan pemeriksaan.-Sehingga.
kasus ini tinggal memasuki
tahap persidangan.

Untuk diketahui, tersang-
ka Subratayasa dan Hamdani
ditetapkan sebagai tersangka
sejak 4 Mei lalu. Pengadaan
pupuk ini dinilai telah mer-
ugikan negara, karena pen-
gadaannya menyalahiprose-
dur, sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri)
nomor 39 tahun 2012 tentang
Pemberian Hibah dan Bantu-
an Sosial (Bansos). Pemberian
hibah ini difasilitasi anggota
dewan saat itu. Masyarakat
yang ingin mendapatkan pu-

puk seharusnya mengajukan
proposal terlebih dahulu yang
difasilitasi anggota dewan.

'\nehnya, masyarakat sudah
mendapat pupuk terlebih da-
hulu, sementara proposalnya
disesuaikan belakangan. Pen-
gadaan pupuk ini dalam dua
kali penganggaran. Melalui
,\PBD Induk sebesar Rp 300
juta dan APBD Perubahan
sebesar Rp 500 juta. Pupuk
1'ang sudah dibeli langsung
diberikan kepada delapan kel-
ompok tani di empat kecama-
tan, di antaranya Kecamatan
Manggis, Kubu, Rendang, dan
Karangasem. Tiga kelompok
rnenerima pupuk melalui
,\PBD Induk. dan sisanya
rnenerima melalui APBD Pe-
lubahan. (kmb31)
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Kasus r Dugaan "Mark-Up" di BP3TKI
L_._

Kepercavaan

Mantaq Kepala

BNP}TKI
Denpasar (Bali Post)- Uif"" Polri sudah menetapkan sejumlah tersangka**'.bah-
kan dua orang sudah berstatus terdakwa dalam kasus'dugaan
mark-up peng-adaan tanah di kantor Balai Pe-lay.e111-P--".ry*pq:
t"n a",' p"rlilndungan Tenaga Kerja Irqdonesia_(BPATKI) tali di
Jalan Danau Temfe, Sanur. Namun dalam si4qng Rabt (30/9)'
salah seorang yallg diduga berperan sentral dalam perkara ini
kembali mepgemuka.

HakimKeJLr oran
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Majelis hakim
yang diketuai Ed-
ward Harris Sinaga
dengan hakim ang-
gota Dewa Suardita
dan Hartono pun
mengejar, siapa

1 | Berita ini bisa dikomentari
nyikan. Akibatnva.
Pageh yang juga
menjadi terdakwa
kerap diingatkan
h6kim supgyafidak
berbohong karena
nanti bisa masuk

mau berbohong itu
kebohonganmu ini

masuk jurang," jelas

pada acara Ciha Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

gerangan yang bernama Wahyu
Matondang alias Dodik. Itu teruns-
kap saat jaksa menghadirkan sakii
mahkota. Hakim meminta jaksa
supaya menghadirkan Dodik. Jaksa
mengaku sudah memanggil, namun
yang bersangkutan tidak mau da-
tang. Karena itulah hakim meminta
supaya jaksa memanggil paksa yang
bersangkutan.
_ _ Saksi pertama adalah tersangka
Nyoman Paramarta sebagai pemitik
lahan dan terdakwa Wayan Pageh,
bersaksi untuk terdakwa PpK Prio
Adi Santoso. Dalam sidang, disebut-
kan peran Dodik, yakni merupakan
orang kepercayaannya Djumhur
Hidayat, mantan Kepala Badan
Nasional Penempatan dan Per-
lindungan lTenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) di Jakarta.

Di persidangan terungkap, Dodik
menerima Rp 1,5 miliar dalam
perkara ini. Namun, dia hingga saat
ini belum dijadikan sebagai tersang-
ka. Salah seorang saksi, Paramarta
mengatakan sebagai pemilik lahan,
ia menjual dengan harga Rp 4,b
miliar. Namun diminta dinaikkan
oleh Dodik, Prio, Trusdy, dan Pageh.
Akhirnya, tanah itu dibayar Rp 6,7
miliar, kemudian dana hasil mark up
diminta. Terungkap, dua kali Dodik

jurang. "Kalau
hakmu. Tetapi
membuatkamu
hakim ketua.

mengambil uang Rp 750 juta, atau
total Rp 1,5 miliar.

"Saudara saksi terkesan sangat
takut dengan Dodik. Siapa se6e-
narnya Dodik itu," tanya hakim.
Mendengar pertanyaan itu, Pageh
sejenak terdiam. Majelis hakim kem-
bali meminta dengan nada tinggi,
"Jelaskan dulu siapa Dodik."

Pageh akhirnya menjawab bahwa
Dodik adalah tenaga profesionalnya
Pak Djumhur. Hakinkembali mem-
in-ta ketegasan supaya jawabannya
jelas, siapa Dodik itu. "Dodik adalih
lgnaga profesionalnya Pak Djumhur
Hidayat. Pak Djumhur ini-adalah
pimpinan kami di Jakarta saat
pengadaan lahan ini," ucap Pageh
mulai terbuka.

Atas jawaban itu, hakim menan-
yakan, mengapa saksi yang mem-
punyai kewenangan dan tanggung
jawab justru takut sama Dodik.
Pageh hanya menjawab bahwa
Dodik adalah tenaga profesionalnya
Uumhur. Saat itu hakim menga-
lihkan pertanyaan ke jaksa, terkiit
pemanggilan Dodik sebagai saksi.
Jaksa Sulitra mengatakan sudah
memanggil Dodik beberapa kali,
namun tidak mau datang. "Kalau
begitu Pak Jaksa. tolong si Dodik
ini panggil paksa. Saya ingin tahu
siapa Dodik, kok hebat sekali ambil
uang dan perintah - perintah orang,"
perintah hakim. (kmb37)

Namun saat giliran Pageh yang
bersaksi, hakim mulai jengkel kar-
ena terkesan ada yang disembu-
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Sadra Ban.talt,
I

ferirna Rp 34 Juts-
PERNYATAAN terdakwa

Nyoman Juniada terkait saksi
Wayan Sadia menedma dana Rp
34 juta, dibantah habis-habisan
oleh Sadia. "Saya dama sekali
tidak ada menerirna, apalagi
meminta dana tesebqt," jelasnya
saat dimintai konfirmasi, Kamis
(1/10) kemarin.

Sadia terkesan kesal atas
tudingan yang dialapatkan ke-
padanya, karena hal itu dinilai
suatu fitnah. Bantdhan terse-
but juga sudah disampaikan di
hadapan majelis hakim yang
diketuai Beslin Sihombing saat
sidang di Pengadilan Tipikor

Sadia dengan nada tinggi.
Sebelumnya diberitakan,

sidang dugaan korupsi dana
bantuan sosial pengembangan
UPPO, dengan terdakwa Ketua
Kelompok Tani Ternak Bina
Winangun, Desa Batur Tengah,
Kintamani, terdakwa Nyoman
Juniada (40), dilanjutkan di Pen-
gadilan Tipikor Denpasar. Jaksa
penuntut umum (JP[I) I Bagus
P.G. Agung, dkk. menghadirkan
sejumlah saksi, termasuk Kadis
Pertanian Perkebunan dan Per-
hutanan (P3) Wayan Supartana,
yangjuga sudah dijadikan seba-
gai tersangka. Selain Supartana,
juga diperiksa Ketua Tim Teknis
Wayan Sadia. Di persidangan
terungkap soal adanya permint-
aan dana Rp 34 juta, sehingga
majelis hakim terus mengejar
soal permintaan dana tersebut.
Sadia sendiri membantah keras
soal adanya permintaan dana
sebanyak itu.

Sebelumnya, Ketua Kelompok
Tani Ternak Bina Winangun,
Desa Batur Tengah, Kintamani,

terdakwa Nyoman Juniada (40)
diadili atas dugaan korupsi.
Jaksa I Bagus P.G. Agung men-
gatakan bahwa t.erdakwa di-
duga melakukan tindak pidana
korupsi dana bantuan sosial
pengembangan UFPO. Akibat
perbuatannya, berdasarkan
perhitungan audit BPKP Per-
wakilan Bali, negara dirugikan
Rp 340 juta.

Sebagaimana surat dakwaan
jaksa, disebutkan bahwa ter-
dakwa menjadi ketua kelompok
tani ternak berdasarkan SK
Kepala Desa Batur No. 03 Tahun
2006. Namun dalam penerapan
atau menjalankan kelompok tani
ini, diduga ada urrsur korupsi
yakni terdakwa secara melawan
hukum melakukan perbuatan
yang dapat memperkaya diri
sendiri atau orang lain, atau
suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Kel-
ompok tani ini beranggotakan 30
orang, sebagai pelindung Kades
Batur Tengah, Kettra terdakwa

I

Denpasar. Dalam kapus dugaan
korupsi dana bantiran sosial
pengembangan unit fengolahan
pupuk organik (UPPO), Sadia
dalam hal ini hanya sebagai
Ketua Tim Teknis. Dia mengaku
tidak ada meminta rlang untuk
dibagikan ke teman.{femsnnysr
sebagaimana yang {isebutkan
dalam persidangan yang ber-
langsung Selasa (2919) lalu. "Itu
tidak benar semuafya," jelas

Nyoman Juniadi, Wakil Ketua I
Ketut Suarma, Sekretaris NYo-
man Windia dan Bendahara I
Wayan Yarmawa.

Kegiatan kelompok ini di-
lakukan dengan swadana dan
swadaya serta bantuan pemer-
intah daerah kabupaten maupun
provinsi. Selain itu, ada juga
bantuan Kredit Ketahanan Pan-
gan d;rn Energi (KKPE). Pada
15 Desember 2008, kelompok ini
mehdapatkan pinjaman KKPE
Rp 145 juta, dikurangi biaYa
administrasi bank jadi yang di-
terima sebesar Rp 143.069.280.
Sedangkan 17 Desember 2009,
lagi mendapat pinjaman dari
KKPE dengan jumlah yang
sarila, namun administrasi Yang
berbeda dan total yang diterima
Rp 142.476.240. Juga, menerima
kredit tanpa agunan sebesar RP
40 jh.rta, yang seluruhnya dilaku-
ka4 pelunasan pada Desember
2010.

N{asih dalam dakwaan jaksa,
terdakwa juga melakukan kegia-
tan di luar bansos UPPO tahun

2012 hingga Rp 187.439.600.
Penggunaan dana ini tidak
didukung bukti-bukti. "Bahwa
terdakwa Juniada tidak Per-
nah melakukan revisi terhadap
RUKK, sehubungan dengan
kegiatan yang mengjabiskan
dana sebesar Rp 187.439.600, se-
hingga kegiatan yang dilakukan
terdakwa bertentangan dengan
Peraturan Menteri Pertanian
No. 02/Pementan/Ot. 140/Il 2OI2
taggal 12 Januari 2012 bab III
sub c angka t huruf b," beber
iaksa.' 

Akumulasi dari segala per-
buatan yang dilakukan ter-
dakwa sebagai kelompok tani,
negara dirugikan Rp 340 juta.
"-{tau setidak-tidaknya sejumlah
tersebut, atau setidak-tidaknya
telah menyebabkan kerugian
atau perekonomian negara,
yaitu tujuan Bansos Unit Pqn-
gelolan Pupuk Organik (UPPOI
pada kelompok tani yang diP-
irnpin terdakwa," sebut jaksa
saat membacakan dakwaan,
beberapa waktu lalu. (asa)
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TenderAlat Kesehatan Mo

RS Pratama Terancam
AMLAPUM, NusaBali mensinstruksikan mem-black list Nusa Penida, Klungl{ung. Sehingga

render alat kesehatan lalt<.e1) ;;#il;G {r;;ss;;ilF;il Rspratamayangterbangunitu,atas
t"nill_$p 5 miliaryangbel,llber ;;;i;i{p rBmiU"i- " bantuanBKKprovinsiBali,pemban-
dari BKK [bantuln khusus kpuan- ""'frfrr"i"n 

frlr\ sebelum RS prata- gunannya tahun 20114.
ganJ Provinsi Bali, ternya_ta {lolor -ui"rl"ngr.tmulanyaMenteriKe_ 

- 
Tirtiyana-mengatakan, untuk

!\s9srya, pengoperasial Sn{ ;;;; yftg sedianya membanru mengop-erasikanRsPratamaselain
Sakit Pratama, di Banjar Labuhan ili"v" .!.U""ngun gedung tahun *"."eiLrkan alkes, juga q"^.U g*
S_ari,DesaTianyarBamt,Ke_ca-matan ziiis,'l"ru"i i-rop"osat p"emkab kunganr 6 dokterunfum, 10 bidan,
Kubu, Karanga-sem teiancanl gagal x"-rg"rc- per 25 Maret 2013 No dan 20 tenaga paranfedis.
beroperasi tahun 2016. Pa[ahal -'-"o-- . Lokasi RS pratama itu, meman-
pembangunan gedung telah funtas faatkan lahan milik pemprov Bali,sejaktahun20l4lalu. 050/535/805/Dikes ke Menteri melalui usulan surat Bupati Ka-

Kadis Kesehatan Karangasem Kesehatan, dengan rincian biaya ong"i"* No590/2676/tatapem,
IGM Tirtavanq ."rg"kllll1lT gqybalsun3n g.edung Rp 13,05 p"iliegutt"s20ln.SuratituyugamenggelartendenHanyasaja,men- miliar dan alat-alat kesehatan Rp dan:r drrk nsan dari Camat (u6umenggelartendenHanyasaja,men- ihitiarain alat-ilatkeiehatan Rp
genai pengoperasian RS Prqqama 11,95 miliartotal Rp 25 milian
optimis terlaksana tahun p016. Usulan tersebut dapat persetu-
Tirtayana meyakinkan hal itu ke- juan dari Kementerian Kesehatan,
tika dihubungr di Amlapura, Ibmis per 29 fuli 2013 melalui surat No
(1/10). ri lR.02.03/lll.1/422r/2013 ditan-

rnen8gerarrenoenHanyasala,men- mlllar dan alat-alat l(esehatan Kp dapat dukungan dari camat Kubu
genai pengoperasian RS Pragama, 11,95 miliartotal Rp25 milian I Ketut Artha Sedana melalui surat
optimis terlaksana tahun.f 016. Usulan tersebut dapat persetu- per 13 Agustus 20ii NoS90/3TS/

lil?,fl1i#ffifi$l*,'H*:; 'eT#il'5Til'#i5.f:T31K? i'em, darisurat au.i b"iult"iri"'i-
(r/10). ri ,*.02.03/1il.r/4zzr/20r3 ditan- yar Bara! I Gede Rudana per L3

Sebab. kekuransan RS Prdtama Agustus 2013' No 393'3/52/Pem'

IO[t

Jeoao, KeKurangan K) rrqElma
Dukungan Pembebasan lahan iugahanya alkes saja. "Tetap optir{ris RS - . r_}^-_ r^; -^-__._^ tqhrn I Nwn_

*nfgli"ljm:y*m",gf* datangani Direktur.Bina Upaya *ffi"'?"1iilJfftr#T"'#?\:Yfi
sanal,kataTirtavana. 

""' -i-'-' Kesehatan Chairul R Nasution. Di Sari,DesaTianyarBarat,Kecamatansanaj,kataTirtayana. i Kesehatan Chairul R Nasution. lli Sari,DesaTianyarBaraLKecamatan

Sebelumnya"RS Pratamalsem- Indonesia sebanyak 40 kabupaten Kubu.

pat bermasalah, hal itu,iltfi.b dapat bantuan itu, khusus untuk Kembeng menggarap.lahan
saat Gttherntrr Bali Made MansLr di Bali han'ua Bulelens dan Karan- 35'000 meterpersegi lokasinya diiaat Gubernur Bati Made Miiet; di 

-Bali 
hanya Buleleng dan lhran- 35'000 meterpersegi lokasinya di

Pastika, mengunjungi g"aur{gTtu, gasem. Banjar Labuhan Sarli, Desa Tianyar

Minggu (28 Jrini 2Of"Sl.ie;rl!k2| " i"**t" Cubernur Bali membe- Bara! Kecamatan Ktlbu sedangkan

ged;;gnya-mur"i r.,i.oposfflpri' r"u."" il*."n pusat dialihkan ke Pemkab Karangaseln membutuh-

ion boioi dincling teg.f t".{iel.t-

Sebab, kekurangan RS Pr{tama
rya alkes saja. "Tetap optinfiis RS

pas hingga Gubernur Bali sei[pat

ALKES RS

meterpersegi.6 kX6

tender pengoperasian terancam di tahun 2016.
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Sidang Dugaan Mark Up Lahan Bp3TKtb pasa r

Hakim Mintalaksapro es
furak Buah Kepala BNp iTKI
DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan mark up lahan
untukkantor BP3TI{ (Badan pelay-
anan Penempatan darp Perlindungin
tenaga Kerja Indonqia) Denpaiar
dengan terdala.ra Priyo Adi Santoso
mengungkap hka bahu. Wahyu Ma-
tondangqlias Dodikla'rg merupakan
anakbuah mantan lGpala BNp2TKI,
Iuryh-u! Hidayat teniyata menjadi
otakdalam kasus korupsi ini. Majelis
hakim langsung memerintah'kan
jaksa untuk memproses Dodik yang
tidak tersentuh dalam kasus yang
merugikan negara hingga Rp 2,2
murar lnl

Terungkapnya nania Dodik yang
sempat menjadi misteri dalam
\lt5 t-r! diungkap saat Kepala
BP3TKI Denpasar; Vfayan pdgeh
(terdakwa dalam berfas terpisihJ
bersaksi untuk Priyo di eengldilan
Tipiko_r Denpasa4 Rabu [SO7S;
sore. Dalam penjelasan pageh,
harga tanah yang awalnya dijual
pemilik Nyoman Gede paramartha
sebesar Rp 4,5 miliar {ba-tiba naik
menjadi Rp 6,7 miliar.

"Saya diberi tahu Dodik soal
kerraikan harga tdnahlmenjadi Rp
6,7 miliaf, dua hari setelah perte-
muan dj WarungTeko f.enon," jelas
Pageh dalam sidang. Majelis hakim
pimpinan Edward Harris Sinaga
lalu 

-menanyakan 
reaksi pagJh

saat Dodik menyebutkan kenaikan
harga tanah tersebut.

"Saya hanya diam saja. Tidak
ada.respon," ujarnya. Hakim yang
masih pena5aran lalu menanyakai
mengapa Pageh tidak bereaksi pa-
dahal ia merupakan Kepala Bp3iKI
dan merupakan KuasE Pengguna
Anggaran fl(PA). Edward juga
menanyakan siapa sebqnarnya D-o-
dik sehingga bisa mengatur-harga

tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi
Rp 6,7 miliar:

"Dodik itu tenaga profesional
yang ditunjuk Kepala BNP2TKI,
Pak f umhur untuk mengurus pen-
gad-a-an lahan ini," lanlut pageh.
Dodik juga diketahui sempat men-
gambil uang mark up Rp 2,2 mil-
iar sebanyak dua tahap. pertama
ia mengambil Rp 750 juta dan
yang kedua Rp 750,iuta. Semen-
tara Pageh_yang ditpnya berapa
mendapat bagian dpngan polos
mengatakan dapat Rp 200 juU.

, 
"Saya dapat 200 Juta. Sisanya

ada yang saya bagii.untuk FNS
dan honorer di kantor," beber
Pageh yang juga menyebut priyo
menclapat bagian Rp 450 juta. Ha-
kim lalu meminta Jaksa penuntut
Umum (f PUJ untuk menghadirkan
Dodik dalam sidang be--rikutnya.
fPU sendiri mengalir sudah me-
manggil Dodik duaikali untuk
sidang tapi tidak pernah datang.

TERDAKWA dugaan mark up lahan untuk kantor Bfr3TKl Denpasar, Wayan
Pageh (kedua dari kananlsaat pemeriksaan saksi datam sidanp di i;;ilil;;
Tipikor Denpasar, Rabu (219} lalu.
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oleh Prio untuk t
dan Dodik "Waktu

menjadi Rp 6,7

Rp 6,7 miliar masuk ke rekening
salisi. Tidak lama seteiah itu, saks-i
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Tabanan (Bali Post) |- 
B"trvak desa yang:belum menjalankan dana desa (DD) dan alokasi dana desa

tAOll r"r"ai aiurai karena tidak paham membuat pro-gram yang- semestilVa.
ii;l(iil"uf.ib"t tidak terserapriya anggaran dana desa yang berasal dari
APBN dan alokhsi dana desa yang bersumber dari APBD kalupaten' Salf h satu
konsekuensiny]a, desa tidak bisa memohon ADD jika sisa lebih pagu arFgaran
(silpa) 30% ata$ lebih. t 

I

"Itu artinya, hesa ticlak penghasilan tetap (sitap) aga pendamping dafi pusat

*u*o"-r""#Uija[ p;"gr;;, perU'eXet dan perangkat laih- jristru b-a,nyak yadg, tidak
menyllesaikan prbgi'ani ata.r nya. Terkait kesalahan peng- paharn' Meleha ceflderttng
mernang proglamnya yang gunaan anggaran danadeJa Itanya tttet-tgecek PNP1VI dan

tidak s"esuai," rrjai Kabag oleh sejumlah perbekel di mengarahkan agar Fesa se-

iG;;;; Fer"ka'b TJu"ui Kabupaten Tabanan yang tempat cep.at menqlamprah

Wayai Arimbawa. Kamis tidak masuk dalrm program anggaran':bultlitl-y1 .^.-^
(1/1b) kemarin. prioritas, pejabat.asal Kesi Meskl \9:11?,1?l^,t:i:"'- U;;;f itu, sud,ah sepan- man itu melihat :rdanya kele- but_masih bisa diatfsi Iewat

, tasnva desa memiliki tcnaga mahan SDM. terurasuk tidak APBDes pe.rubah{n YanB

I ;k;ffi;;il';;;fu t;;t efektifnya kinerja tenaga difasilitasi oleh Badian Pem-

: ;;h;;'il;;;;;.'.ir?i"i.": penclamping dari pusat. "Diri berdayaan Masyarakat dan

l#;;il..,;;;;;;;" 
-i;f 

t;;- sampling sej.rmlah desa yans P-e-rnerintahan Desa (BP-

ii;';;;;";i;u"'n]?irg".u"gi ka,r'isasar,telnyatapa.itutt- MPD), pihahnva 
{ensakuiE---!:
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{angat susa}r mengubah hal
iitu. "Banyak permintaan
ljimbingan dari desa dan itu
qangat kami respons positif.
Artinya, desa bersangkutan
flro aktif untuk bisa men-
gelola anggaran yang cukup
besar ini," utapnya.

Dia rnenilai bimbingan
langsung ke desa akan lebih
dfektif, karena bisa langsung
rpengecek laporan yang telah
dibuat. "Kami. lebih senang
desa yang proaktif meminta
lirnbingan. Kami pun siap
rhembantu, agar jangan sam-
pai nanti salah kelola yang
qJung-uJungnya Derurusan
dengan l<asus hukum," un-
gkapnya. Pasalnya, sesuai
aturan yang acta, Penggunaan
a]nggaran pusat dan daerah

_E.l

harus jelas dan terinci pe-
laporannya.

Seperti diketahui, bela-
kangan sejumlah Perbekel
merasa waswas karena salah
pos penggunaan anggaran.
Dana desa yang seharusnya
digunakan untuk program
prioritas yang menyentuh lang-
sung masyarakat seperti pem-
bangunan jalarr desa, salwan
irigasi, pembentukan PAUD,
dan Poskesdes, telanjur untuk
biaya pembangunan sarana dan
prasarana seperti gedung kan-
tor desa. Hal ini baru diketahui
saat perwa-kilan dari Kemenkeu
melakukan sosialisasi dana
desa di Pemkab Tabanan belum
lama ini. Semua itu masih bisa
diatasi lewat APBDes Peruba-
han. (kmb28)
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